
 

 

 

 

BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    88    TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2020 tetang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 66,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12,13,14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 

Seri D Nomor 12); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 

9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 

2); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 109); 

 

 

 

 



21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 

(Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2019. 

 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 terdiri dari : 

a. Pendapatan Daerah; 

1. Pendapatan Asli Daerah 
 

Rp505.929.472.001,63 

2. Dana Perimbangan 
 

Rp1.351.157.100.831,00 

3. Lain-lain pendapatan yang sah 
 

Rp412.452.595.445,00 

 Jumlah Pendapatan 
 

Rp2.269.539.168.277,63 

b. Belanja Daerah 

1. Belanja Tak Langsung 

a) Belanja Pegawai 

 

Rp838.871.806.847,00 

b) Belanja Bunga 

 

Rp39.333.333,00 

c) Belanja Subsidi 

 

Rp0,00 

d) Belanja Hibah 

 

Rp80.544.557.499,89 

e) Belanja Bantuan Sosial 

 

Rp6.920.020.000,00 

f) Belanja Bagi Hasil 

 

Rp22.290.550.000,00 

g) Belanja Bantuan Keuangan 

 

Rp251.170.936.014,00 

h) Belanja Tidak Terduga 

 

Rp1.312.416.750,00 

Jumlah Tak Langsung 

 

Rp1.201.149.620.443,89 

2. Belanja Langsung 

a) Belanja Pegawai 

 

Rp113.645.098.184,00 

b) Belanja Barang dan Jasa 

 

Rp632.075.847.649,99 

c) Belanja Modal 

 

Rp336.714.471.624,61 

Jumlah Langsung 

 

Rp1.082.435.417.458,60 

 

 

 

 



Jumlah Pendapatan 

 

Rp2.269.539.168.277,63 

Jumlah Belanja 

 

Rp2.283.585.037.902,49 

Surplus (Pendapatan-Belanja) 

 

Rp-14.045.869.624,86 

 

c. Pembiayaan 

1. Penerimaan 

 

Rp296.985.005.918,40 

2. Pengeluaran 

 

Rp48.891.500.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto 

 

Rp248.093.505.918,40 

 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 

anggaran 2019 

Rp234.047.636.293,54 

 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Bantul 

pada tanggal 3 Agustus 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 

ttd 

  HELMI JAMHARIS 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 88   

 

 

 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 3 Agustus 2020 

BUPATI BANTUL, 

ttd 

SUHARSONO 


